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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya
sehingga Desa Pejambon dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa). Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana yang menjembatani
masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi
masyarakat dengan azas dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pemerintahanan yang terbuka ( Open Government ) adalah motivasi untuk merencanakan
penyusunan RKP yang harus di lakukan dengan transparan serta adanya keterlibataan dari masyarakat
( Partisipatif ) hingga pada saatnya perencanaan bisa dilaksanakan dengan terarah dan pelaksanaanya
bisa dipertanggungjawabkan ( Akuntabilitas ) dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa salah satu cara yang digunakan adalah menggali
gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah
pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat.

Perumusan dilaksanakan dalam pertemuan musyawarah dusun yang difasilitasi olen KPMD
& LPMD (sebagai penyusun Pembuatan RPJMDesa). RKP Desa mencakup rencana Kkerja
pembangunan tahunan desa sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam
perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak baik Lembaga Desa, pemerintahan
desa, kecamatan, dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Dokumen RKPDesa ini, semoga

dokumen ini dapat bermanfaat bagi keberlangsungan Pembangunan di Desa Pejambon.

Pejambon, 3 Desember 2017
Kepala Desa

ABD.ROKHMAN
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan
bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten,
maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi
dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan
mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dimaksudkan agar
pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat
terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas
kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan
dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari
RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah  desa, dengan
mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKPDesa tahun
sebelumnya, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta
prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJM-Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);



1.3.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817) ;

Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

Peraturan Bupati Bojopnegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang GDSC ;

Peraturan Desa Pejambon Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Tahun 2013 — 20109.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) mempunyai tujuan dan

manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan
hukum tetap.

Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di desa.

Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan &
Belanja Desa ( APBDesa )

Manfaat :

Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban
pemerintahan desa setiap tahunnya.
Menampung asipirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan

dengan program pembangunan supra desa



1.4. Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik
yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan,
IiImu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka
diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good
Government dan Open Government. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat,
maka Pemerintahan Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan
dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh
kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis
dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Pejambon dilakukan dengan pendekatan partisipatif
yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dengan
mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

A. Visi Desa

“ Mewujudkan dan hadir lebih dekat melayani masyarakat menuju Pejambon yang

bermartabat dan sejahtera «
B. Misi Desa
1. Menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Meningkatkan SDM dan pendidikan melalui formal dan informal.
Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik.
Selalu berusaha memuaskan layanan masyarakat.
Selalu meningkatkan kinerja.

Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa.
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Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan kebijakan

yang transparan.

8. Memberikan kewenangan kepada lembaga kemasyarakatan untuk membuat
progam, melaksanakan program pengawasan dan mengevaluasi program.

9. Mengembangkan penguatan kelembagaan petani dan mengembangkan akses
pemasaran produksi pertanian.

10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenal, menganalisis sekaligus

mencari pemecahan terhadap masalah-masalah prioritas pembangunan desa,

terutama dibidang fisik, prasarana, ekonomi dan sosial budaya.

C. Nilai nilai yang melandasi
1. Selama bertahun-tahun Desa Pejambon menjadi “desa tertinggal”. Sebuah sebutan
yang tidak membanggakan padahal sumberdaya yang ada cukup memadai, hanya

saja penanganannya kurang maksimal.

-3-



2. Letak desa uang berada di irigasi tekhnis dari supla | waduk pacal sangat

menguntungkan untuk bidang pertanian.

3. Sebagian warga memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya

hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

. Makna yang terkandung

1 | Mewujudkan | Terkandung didalamnya peran pemerintah sehingga mewujudkan
masyarakat Desa Pejambon yang mandiri secara ekonomi

2 | Desa Adalah kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya
dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa Pejambon

3 | Hadir Selalu ada di tengah-tengah masyarakat dalam segala hal.
Terutama dalam hal pelayanan warga, pemerintah berusaha
selalu hadir tampil di depan.

4 | Melayani Dalam hal pelayanan masyarakat, pemerintah berusaha selalu
prima dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas
kepentingan pribadi baik pelayanan administrasi dan sosial
lainya.

5 | Masyarakat Adalah semua warga Desa Pejambon tanpa terkecuali dan tidak
memandang dari sisi kepentingan apapun, semua warga Desa
Pejambon yang harus dilayani.

6 | Martabat Mampu mengentaskan diri sendiri dan mengangkat status sosial
yang disandang, juga meningkatnya sumberdaya Manusia
(SDM), serta meningkatnya taraf pendidikan, untuk menjadi
warga desa yang lebih maju.

7 | Sejahtera Adalah kepentingan khusus pemerintah Desa Pejambon dalam
mengangkat status sosial yang disandangnya sampai hari ini
adalah desa swasembada, untuk menjadi desa yang lebih
sejahtera.




BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa
merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan
masyarakat dan sesuai peraturan perundang undangan, maka harus dikelola secara transparan,
akuntabel, partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai amanah
peraturan perundangan undangan salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui
melalaui peraturan Bupati Bojonegoro nomor 46 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan
APBDesa yang mencerminkan keterpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, dan setiap
tahunnya Pemerintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) secara partsipatif dan
transparan yang mencerminkan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas ( GDSC ) dengan proses
penyusunanya dimulai dengan Dialog Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk
penetapanya.

RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang
pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola
berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa sejak tahun anggaran 2017 merupakan sistem
pengelolaan keuangan yang baru bagi desa ( aplikasi Siskeudes ). Sehingga masih harus banyak

dilakukan penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan
hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan
pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya
dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli
desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan
kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Pejambon Tahun 2018 sebesar Rp .1.650.235.000 (Satu

Miliar Enam ratus lima puluh juta Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari :



KODE
REKENI URAIAN PERKIRAAN
NG (Rp.)
1 2 3
1 PENDAPATAN

1.1 Pendapatan Asli Desa
Hasil Pengelolaan TKD Rp. 318.235.000,-
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong -
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah -

1.2 Pendapatan Transfer
Dana Desa Rp. 789.000.000,-
Bagi hasil pajak & retribusi daerah kabupaten Rp. 25.000.000,-
Alokasi Dana Desa Rp. 415.000.000,-
Bantuan Keuangan DAK (BOSDA) Rp. 74.000.000,-
Bantuan Provinsi -
Bantuan Kabupaten -

13 Pendapatan Lain-lain
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak -
mengikat
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp. 1.000.000,-
JUMLAH PENDAPATAN Rp. 1.622.235.000,-

B. Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran

pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat. Belanja sesuali

dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 pasal 13 terdiri dari :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;

e. Belanja Tak Terduga.

Untuk Tahun Anggaran 2018 Total Belanja Desa sebesar Rp. 1.622.235.000, dengan
komposisi sebagai berikut :



KODE PERKIRAAN
REKENING URAIAN (Rp.)

2 BELANJA

01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
01.01 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 500.400.000,-
01.02 Operasional Perkantoran Rp. 20.635.250,-
01.03 Operasional BPD Rp. 34.000.000,-
01.04 Operasional RT/ RW Rp. 10.800.000,-
01.05 Penyelenggaraan Musrenbang Desa Rp. 4.000.000,-
01.07 Penyelenggaraan RKP Desa Rp. 5.000.000,-
01.09 Penyelenggaraan PHBN RI Rp. 10.000.000,-
01.17 Peringatan Hari Besar Keagamaan Rp. 3.000.000,-
01.28 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 95.000.000,-

02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
02.03 Pembangunan Jalan Paving Rp. 30.000.000,-
02.07 Pembangunan Jembatan Desa Rp. 20.000.000,-
02.12 Pengembangan Lokasi Wisata Rp. 100.000.000,-
02.17 Pengelolaan Sampah Terpadu Rp. 5.000.000,-
02.19 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Rp. 100.000.000,-
02.27 Pembangunan Gedung PAUD Rp. 45.000.000,-
02.31 Pembangunan Gedung/ Bangunan Lainnya Rp. 180.000.000,-
02.48 Pengembangan Perpustakaan Desa Rp. 10.000.000,-
02.49 Pengembangan Sistem Informasi Desa Rp. 20.000.000,-
02.50 Pembangunan Gorong-gorong Rp. 10.000.000,-
02.52 Rehap Jaringan Irigasi Rp. 6.000.000,-
02.54 Rehap Jalan Paving Rp. 80.000.000,-
02.71 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Rp. 25.000.000,-

03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
03.02 Pembinaan dan Penyuluhan PUS Rp. 9.000.000,-
03.03 Program Lantai Rumah Sehat Rp. 25.000.000,-
03.05 Pembinaan PAUD/TPQ Rp. 30.000.000,-
03.09 Kegiatan Wajib Belajar Rp. 85.000.000,-

04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
04.04 Kegiatan Posyandu

Rp. 22.000.000,-




04.05

Kegiatan PKK

Rp. 45.000.000,-

04.13 Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Rp. 6.000.000,-
04.14 Kegiatan Karang Taruna Rp. 10.000.000,-
04.15 Kegiatan Linmas Rp. 25.000.000,-
04.16 Kegiatan Sosial Masyarakat Miskin Rp. 6.000.000,-
04.17 Peningkatan Kelompok Tani Rp. 3.000.000,-
04.26 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rp. 3.000.000,-
04.27 Kegiatan Pendidikan dan Budaya Rp. 5.000.000,-
05 Bidang Tak Terduga
05.01 Penanggulangan Bencana Alam Rp. 4.399.750,-

JUMLAH BELANJA

Rp. 1.592.235.000,-

C. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam

RKP Desa Tahun 2018 ini, Pemerintah Desa Pejambon telah dapat menyusun kebijakan

pembiayaan BUMDesa yang telah masuk pada perubahan dan atau perhitungan APB Desa

tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a.

Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

a.
b.
c.
d.
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

a.

Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya;

Pencairan Dana Cadangan;

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

Penerimaan Pinjaman.

Pembentukan Dana Cadangan;

b. Penyertaan Modal Desa; dan

C.

Pembayaran Utang.




BAB Il1
EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2017

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi

permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan

permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga

disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi ,maupun

pemerintah. Dalam RKP Desa tahun 2017, permasalahan Desa Pejambon dikelompokkan

menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan aspek yaitu :

a.
b.

C.

Identifikasi masalah pembangunan tahun 2017.
Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa.
Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

Identifikasi masalah berdasarkan Kebijakan Desa

Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2017
Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2017 ada beberapa kendala yang dapat
menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya antara lain :
terbatasnya anggaran desa menyebabkan pembangunan tidak merata yang berdampak
pada kecemburuan antar dusun yang masih memiliki pola pembangunan yang
berorientasi pada dusun. Selain itu belum optimalnya peran lembaga desa dan
terbatasnya sumber daya Manusia juga menjadi kendala pada pembangunan yang ada.
1. Untuk bidang pengembangan wilayah/ fisik

kegiatan dilanjutkan pada tahun 2018
2. Untuk bidang ekonomi

Meningkatkan kegiatan dan Optimalisasi BUMDesa tahun 2018
3. Untuk bidang sosial & budaya

Melestarikan budaya lokal Desa dan kegiatan gotong royong

Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa

Masalah yang ada antara lain Kondisi jalan, utamanya jalan Poros Desa dan Jalan
Lingkungan yang selalau menjadi topic utama pada saat musim penghujan yang
membutuhkan perawatan serius guna melancarkan alat transportasi agar tidak menjadi
hambatan yang berarti bagi petani.

Belum adanya saluran irigasi dari pasangan batu sehingga tanah yang ada mudah terkikis
sehingga mengganggu jalannya irigasi pertanian sehingga saluran yang ada tidak mampu
menampung debit air hingga menyebabkan air meluap di lahan pertanian yang berakibat
produksi petani menurun bahkan gagal panen.



Adanya selokan yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi untuk mencegah
banjir pada lingkungan. Selain itu masih banyaknya pengangguran perlu ditindaklanjuti
dengan adanya pelatihan pelatihan yang terprogram sehingga mampu membuka peluang
usaha dengan bantuan modal dan pemasaran.

Disamping topik dan kendala diatas adanya perencanaan pemerintah Desa bersama
masyarakat tentang Destinasi wisata yang diharapakan mampu menambah pendapatan
asli Desa dan bisa menjadi lapangan pekrejaan masyarakat yang berdampak peningkatan
pendapatan perkapital Penduduk desa Pejambon.

Adanya keterbatasan dana desa dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan
dimana pembangunan yang bersifat mendesak tidak mampu teratasi karena
membutuhkan dana yang sangat besar sehingga desa perlu membuat prioritas
pembangunan yang tidak bisa di danai oleh desa di ajukan ke APBD | maupun APBD Il
bahkan APBN. Namun karena kurangnya sosialisasi dinas terkait dengan pemerintah
desa mengakibatkan usulan pembangunan yang ada belum terarah sesuai program dinas
terkait.

Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang di anggap memiliki sifat

mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu di lakukan pengkajian lebih dalam

mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan

serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan pembangunan apabila

menyangkut infrastruktur terutama jalan yang digunakan oleh petani karena pertanian

merupakan mata pencaharian utama penduduk desa dan sehingga desa dikatakan berhasil

apabila kondisi petani dengan segala kebutuhanya dapat terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada

beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

Pembangunan basis lingkungan RT

Pembangunan Destinasi wisata Desa

Pembangunan Sarana Pendidikan Desa.

Pembangunan Sarana kesehatan Desa

Pembangunan jalan usaha tani

Pembangunan Chek dam untuk penampungan Air pertanian.

Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan Sarana prasarana Indikator Parameter GDSC.
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Pengelolaan Sistim Informasi Desa



BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pejambon yang tersusun dalam RKP

Desa Tahun 2017 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga

diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya

benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama

meningkatkan keterpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti

pendidikan, kesehatan, pendapatan dll.

4.2.

4.3.

4.1

Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa.

Prioritas Program dan Skala desa adalah rencana pembangunan yang bisa didanai dan
dilaksanakan oleh desa. Rencana pembangunan yang mampu didanai oleh desa adalah
pembangunan yang berskala kecil ( biayanya tidak terlalu besar ) Program basis
Lingkungan misalnya perbaikan jalan, SPAL, Lantai Rumah Sehat, Destinasi Wisata,
Lembaga Perempuan dan bantuan posyandu, sarana Kesehatan dan Pendidikan dll.
Dalam pelaksanaanya biaya itu diambilkan dari APBDesa.

Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan
pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari
Pendapatan Asli Desa , ADD, Dana Desa dan Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi
Tahun 2018.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Desa tahun anggaran 2017 dilakukan
melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil
kesepakatan tersebut sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp . (30%)
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 430.976.190

C. Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 690.850.000

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 247.500.000

e. Biaya tidak terduga Rp. 114.800.000

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi desa terutama dalam
upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan sarana kesehatan,

Pendidikan, dan Peningkatan Pendapatan masyarakat akan segera terwujud.

Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN.



Prioritas Program dan kegiatan skala kecamatan / kabupaten adalah rencana
pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa dan harus diajukan ke tingkat yang lebih
tinggi seperti Kecamatan / Kabupaten / Propinsi / Pusat.

Hal ini disebabkan :

a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.

b. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.

c. Secara sumber daya di desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana
pendukung lainnya. misalnya Pembangunan TPT, JUT, Saluran irigasi, Chek dam
dan lain-lain.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan
dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (
Musrenbangcam).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pemerintahan Desa
a. Pemugaran Kantor Desa
b. Pemugaran Balai Desa
c. Pembangunan sarana dan prasarana bidang lembaga Desa
d. Peningkatan kesejahteraan Pemerintahan Desa
e. Pengelolaan Sistim Informasi Desa
f.  Lain lain yang mendesak

2. Bidang Pembangunan Desa
a. Pembangunan Tembok penahan tanah ( TPT)

b. Peningkatan / Pelebaran jalan lingkungan desa

Pembinaan Lembaga Perempuan dan lembaga kepemudaaan
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Pembangunan sarana prasarana Gerakan Desa sehat dan Cerdas.
Pembangunan Destinasi wisata Desa
Pembangunan Sarana Prasarana Pertanian

Pembangunan Sarana Kesehatan
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Pembangunan Sarana Pendidikan
i. Pembangunan berbasis Lingkungan
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
a. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah desa.
b. Peningkatan Program Lantai Rumah Sehat ;
c. Peningtan Pendidikan Dasar melalaui program Waib Belajar
4. Pemberdayaan Masyarakat
a. Pemberdayaan terhadap kegiatan PKK dan lembaga Perempuan;
b. peningkatan kapasitas dan pelatihan usaha ekonomi Desa;
c. peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan :

BUMDesa, Kelompok SPP, Kelompok Tani, Koperasi, kelompok pengrajin.



d. Memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu
e. Pemberdayaan terhadap program Gerakan Desa sehat dan Cerdas.

f. Peningkatan pelestarian budaya melalui Lembaga Kebudayaan Desa



BAB V

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN BIDANG

Bidang penyelenggara Pemerintahan Desa

a. Ketua : Sufyan ( Kaur Umum )

b. Sekretaris . Ali suhadi (Staf/ TU)

c. Anggota > Indah Aristya N (Staff/ TU)
Bidang Pembangunan Desa

a. Ketua : Dedy Andriansah ( Kasi kesejahteraan )
b. Sekretaris : Muchdori ( Tenaga tekhnis bang )
c. Anggota : Prastiyo (Ketua RT 16)
Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

a. Ketua : Ngadenan ( Kepala Dusun )
b. Sekretaris : Munasir S.Pd. ( ketua LPMD )

c. Anggota : Iswanto ( Kasi Pelayanan )

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Ketua : Iswanto

b. Sekretaris : Siti Farida S.Pd
c. Anggota : Munasir S.Pd.

( Kasi pelayanan )
( Ketua TP PKK))
( Ketua LPMD ).



BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa ) terlaksana dengan baik dan terpelihara
dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Desa, Masyarakat serta Donatur
bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu)
tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-
mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa bisa terdanai dan dilaksanakan dengan
penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya
sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran
aktif dalam pembangunan sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa berkembang dan
diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa akan selalu membawa dampak
yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan Rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang
membangun agar desa Pejambon yang tercinta ini maju sederajat dengan kota-kota yang ada di
wilayah Indonesia.

Demikian RKP Desa ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja

lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang Kita idam-idamkan.

Ditetapkan di : Pejambon
Pada tanggal : 19 September 2017
KEPALA DESA PEJAMBON

ABD.ROKHMAN




